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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JI 
REMBANG 

NOMOR 4 TAHUN 1989 

TEN TANG 

PAJAK POTONG TERNAK 

DE ~ GAN R AHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA 

BUPATI KEE>ALA DAERAH TIN J KAT II RE\1BANG 

W.enimban;i 

Mengingat 

: a bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 
Tahun 1959 tentang M engadakan dan Me­
mungut Paj 'lk Potong Hew an tarnyata sudah 
tidak sesuai tagi dengan keadac1n sekarang ; 

\ 

b . bahwa berh1lbung dengan itu maka Peraturan 
Daerah tersebut huruf a diatas dengan segala 
rangkaian perubahannya perlu di cabut untuk 
di ganti dsngan Peraturan Daerah baru. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok- Pokok Pamsr:ntahan d i Daer ah ; 

2, Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
t entang Pem'::>entukan Daerah - daerah Ka bu­
p aten Dalam Lingkungan F'rnpinsi Ji;w a Tengah 

3. ___ $ 
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3. Org :rnisasi Pcjdk Po1ong 1936. 

4. Undang-undang Nomor 11 / Ort. Tahun 1957 
tentang ?eraturan U,n um Pajak Daerah. 

5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 jo 
Peraturen Pe~ erintah Nomor 3 Tahun 1957 

tentang Pe.1yernhan Pajak Negara kapada 

Daer ah. 

Dengan Persatuj t,an Dewan Perv.i: kilan Rakyat Daerah Kabu­

pa!en Oaerah Tingkat II Rembang, 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN OAE Rr! H KABU?ATEN DAERAH 
TINGKAI 11 REMBAI\G iENTANG PAJAK FO­
TONG TERNAK 

BAB 

KETENT UAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam PeratL:ran Daerah ini yang dimak'>ud cengon : 

a, Pem ~rintah Daerah ada lch Perr,erintc.h KabLpatrn Deerah 

TinJ :,at II Rembang. 

b. Bupati Kepala Daerah 1:calah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Rernbang, 

c Ternak adalah Sa;::, i, Kerbau, Kuda. Sabi, Kam­
birg dan Oomba y, ng dipeliha•a 
yang untuk pemotongannya di~ 
kenakan pajak, 

d. Ahli s. 
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d. Ahll adalah Sarjana Peternakan a tau dokter hewan pada Di­
nas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat H 
Rembang dan atau petugas Dina& tersebut yang 
ditunjuk sebagai v.aki lnya. 

e. Memotong : Menyebalih / mematlkan ternak dan perbuatan 

adala h yang nyata - nyata harus dianggap sebagai per­
siapan langsung ditujukan untuk menyembelih/ 
mematikan tersebut, serta tindaken - tindakan so­
lanjutannya terhadap ternak yang disembalih/ 
d imatikan. 

f. Pemotong - 1 setiap pemotongan ternak yang dimaksudkan se-
an Usaha 
adalah 

seba;iai parusahaan, dan atau mata pencaharian. 

g. Pemotong-; setiap remotongan t1:rnak yang t idak d irnsksud-
an hajad kan sebagai perusahaan dan atau mata pencaha• 
adalah 

h, Pemotong­
an Darurat 
adalah 

I. Surat ljin 
Potong 
adalah 

rian. 

setiap pemotongan ternal< yang terpaksa dilaku­
kan karena : 

1. ternak tersebut Iu ka - Iuka akibat kecelakaan 
a1au diserang binatang buas. 

2. ternak tersebut cac3t sejak di lahirkannya, yang 
olah p ! jabat dimaksud huruf e pasal ini harus 
dipotong. 

s;.irat ij in memotong yang diparoleh dad Bupati 

Kepala Daerah atau petugas dlmaksud huruf c 
dan e pada pesal ini. 

8AB. ·-----·-----·-- -· - s. 
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BAB II 

PERIJINAN 

Pasal 2 

(1) Untuk memotong ternak harus ada ij in tertulis yang di pero­
leh d ari Bupati Kep!la Daerah 

(2) lj in tertul is d1maksud ayat (l) Pasill ini yang salanjutnya di­
sebut Surat ij in Potong marup&kan tanda bukti pembayaran 
Pajak yang dikenakan ; 

(3) Clra memparoleh Surat ijin Potong diatur lebih l,rnjut oleh 
Bupati Kepala Daerah ; 

(4) Bentuk dan warna Surat 111n Potong dimaksud ayat (2) 
Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kep3la Daerah. 

rasal 3 

(1) Untuk mamperoleh ijin msmotong Ternak guna keperluan 
hajad, yang berkepantingan harus menyerahkan surat ke­
ta1angan untuk i tu dari Kaoa a Desa/Kelurahan yar.g ber­
s:_:ingkutan. yang menyatakan bahawa Pemotongan itu benar­
ben3r tidak untuk keprntingan Pcirus.,haan dan atau mata 
Penc3harian 

(2) Bantuk d l n w una c;urot keterangan dimaksud ayat (1 ) Pa ­

sal ini, d1tatapkan oleh B.ipati Kepala Daerah, 

3. Dengan m,;nyerahkan Surat Ketera ,.gan dimaksud ayat (1) 

Pasal ini, yang b srkepentingan memperoleh surat ij in Potong 
d1rng3n membayar PJjak sesuai dengan K':l tstepan Tarip Paja!<. 

Pasal s. 
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Pasa l 4 

( 1) Kecuali d13lam kaadaan seperti tercantum dalam ayat (2) 
pasal ini, dilarang mamotong t ernak tanpa memiliki terlebih 

dahulu su•at lj in Potong di maksud Pasal 2 ayat ( 2 ) 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan dalam ayat ( 1) pasal ini, tidak berlaku terhadap 
• ternak yang karana keca lakaan keadaannya sedemikian rupa, 

sehingga segera harus di potong dan harus d buatkan 
dimgan surat keterangan dali Pejabat setempat mengenai 
peristiwa kecelakaannya, dalam waktu 2 x 24 jam sejak ha­

ri Pemotongan ternak tersebut pajaknya harus di bayar 

l unas 

BA B Ill 

NAMA, W ILAYAH, OBYEK, SUBYEK DAN TARIP 
P A J A K 

Pasa l 5 

(1) Oengan Nama Pajak Potong Temak dipungut atas ljin 
memotong ternak daiam Wi layah Kabupaten Dterah T inglat It 
Rembang • 

( 2) Ot>yek Pajak adal ah teinak yang d ipotong , 

( 3) Subyek Pajak adalah orang/ Sadan hukum yang memotong 
term1k, 

Pasal 6 

Besarnya Pajak Potong Temak se-bagaimara dimaksud Pasal 5 
d1tetaokan sebagal bertkut : 

A Untuk seekor sapi, Kcrbau, kuda, babi : 

1. untuk pemotongan usaha 
2 untuk pemotongan hajad 
3. untuk pemotongan Darurat 

Rp, 2000, 00 
Rp. 1500, 00 
Rp. 1000, 00 

B. Untuk _____ s. 
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B. Untuk seakor Domb.,, Kambing 

1. untuk pemotongan us3ha Rp. 250, Ol 
2. untuk pGmotongan hajad Rp. 150, 00 
3. untuk pemotongan Darurat Rp. 100, 00 

Pasal 6 

Pajak tidak dipungut karena 

a. memotong ternak untuk men,anuhi kebutuhan Upacara Ke 
Agamaan dan Adat i 

b. memotong hewan yang berp=rnyakit yang msnurut pendapat 
ahli dagingnya t idak boleh dimakan, 

Pasal 7 

(1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh 
pemegang surat ljin Potong apabila : 

a. dagirig dari ternak yang dipotong . etelah diperiksa oleh 
ahli dimaksud pasal 6 huruf b te,nyata berbahaya untuk 
dimakan : 

b. daging dari ternak yang dipotong dan semua hasil 
pamotongannya, yang ternyata tidak dapat dimakan, di­
bawah pengaw .3san Dinas Peternakan Kabupaten Dareah 
Tingkat II Rembang ; 

(2) Dengan menyerahkan kembali surat ljin Potong, surat Ke­
terangen ahli, su,at Keterangan kesaksian Pejabat Pamong 
Parja setempat, menurut Peraturan Daerah ini kepada Dinas 
Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat ii Rembang, maka 
yang berkepantingan mamperoleh kambali Pajak yang telah 
dibayar selambat - lambanya 15 ( lima be/as ) hari sejak 
hari pemotongan. 

BAB I V 

LARANGAN 

Pasal 8 

(1) Daging yang b~lum dlmasak dan berasal darl pemotongan 
hajad, dilarang. 
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a d1jual atau d1serahkan llepada orang lain yang menjadik a-A 
pemotongan tarnak atau penj.ualan daging ssbagai pew­
sahaan atau ma ;a peocaharian ; 

h d1 tawa11<ar1 , d ijual. diserah'kan atau d isirnp,a n -sebaga,i pe.r­
sediaan di Pasar atau d4 temp.at lam. yang biasanya Gfi­
gunakan untLJk menjual daging ; 

.c diang'kut 1<e11:1af daerah Kabupaten Daerah 'fingkat II Rem­
bang, ke.cuall seijin Bupati Kepa~a Daeaih. 

(2) Dilarang bagi sfa papun menjua1 d 3ging sebagai pefusahaan 
atau rnata pencaharian, m emberi, menawark.an, mooyerahkan 
atau manyimoan untul< dijual dag ing ter.nak yang pemoton g­
:ennya tanp a ij in. 

P.as a J 9 

Oa1am pel21<s1na~n Pv]ak Potong Ti3m a1< dilararang memungut 
Uang Tambahan dengan da1ih apapun, selain yang telah di­
satapkan dalam Peratuian Daerah ini. 

BAB V 

PENGAWASAN DAN PEMERIKS O. AN 

Pas -a I 10 

Kepala lnsp~ktorat Wilayah Kabupaten Daerah Ttngkat II Rem­
bang dis9rahi tugas untuk mengawasi, memeriksa dan meneliti 
pelaksanaan dari pada ketentuan yang ternantum dalam Peraturan 
Oae;ah ini. 

---- s. 
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BAB VI 

PENYIDIKAN 

Pasal 11 

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang b 3rtusas menyidik 
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidan 3 sebagaimana 
dimaksud d alam Peraturan Daerah ini dapat jugs dilakukan 
oleh Pejabat Penyidik Pegawa1 Ntgeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Dasrah yang p, ngangkatannya ditetapkan sesuai 
dengan Peraturan Pdrundang-undangan yang b1H1aku ; 

(2) Da larn melaksam,kan tugas penyidikan, pHa Pc:r,yid ik Pa­
gawai Negeri Sipi l se~agaimana dimoksud ayat l 1) Pasal ini 
ba1wenang : 

a meneiima laporan atau pengaduan dari seseorc:ng tentang 
adanya tindak pidana , 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu dijadikan dan me­
lakukan pemeriksaan • 

c. menyuruh berhenti seorang tersnngka d an memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka , 

d. melakukan penyi taan benda atau surat 

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi , 

f. mendatangkan orang ahli yang dipedukan dalem hLJbungannya 
dengan pemeriksaan perkara • 

g . menghentikan panyidikan seteloh mendapat petu,,juk dari pe­
nyidik umum bahwa tidak tardapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pid -rna dan S31anjutnya me­
lalui panyidik umum m3mberitahukan hat tersebut kepada pe­
nuntut umum, tersangka atau keluarganya. 

i. mengadakan S, 
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f. mengadaken tindakan lain menurut t-.ukum yang dapat di 
pertanggung jawabkan. 

Passi 12 

(1) 8c;1rang siapa melanggar ketentuan - ketentuan da1arn Pasal 2 
ayat (1 ). Pasal 3 ayat (1 ), Pasal 4 Pasal 8 dan Pasal 9 da• 
lam Paraturan Daerah ini diancam pidar!a kurungan selema­
f;imanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya 
Rp. 50.000,00 (lima puluh rit>u rupiah) J 

(2) Terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 2 ayat (1) dnn Pa­
sal 4, maka kufit d'lging dan hasil Pemotongan lainnya be­
gitu pulu a 'at-alat yang di pergunakan untl!k melakukan 
pelanggaran tersebut dapat disita. 

BA 8 VII 

KETE"ITUAN PEI\IUTUP 

Pasal 13 

Hal-h.il yang menyangkut palaksanaan Pajak Potong yang belum 

diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati 
Kopala Daerah. 

Pasal 14 

Dengan be,lakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tehun 1959 tentang 
mengadaken dan memungut Pajak - Pajak Potong Hewan baserta 
perubahan-perubahannya dan Peraturan pelaksanaannya d inyata­
kan di cabut dan t idak berlaku lagi. 
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Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

llNGKAT fl RE M BANG 
KETUA ; 

SOEGENG SARWONO 

Rembang, 3 Juli 1989 = 
BUPATI KEPAl. '\ Di6ERAH TK. 11 

REM BANG 

SOERATMAN, SH. 

DISAHK ~N 
Oengan Surat Kep:1tusan Meri t ~rl Dafam Negeri 

tanggal 9 Moi 1990 No. 9 7 3. 524, 3 3 - 376 
Direktorat Jenderal 

Pemerintahan Umum dan Or~nomi Oaerah 
Dir&ktor Pombinaan Pdmeri ntahan Daerah 

Ors MOCH. DLA DJAD 

Dlundartgkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 
Nomor 22 Tahun 1990 Seri A No. 1 

pada tanggal 16 Mei 1930 

Sekretaris Wi!ayah / Daerah 

[)rs, S O E D I H A R T 0 
r41 P. 500 029 511 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REM BANG 

NOMOR 4 TAHU N 1989 

TENTANG 

PAJAK POTONG TERNAK 

I. PENJELASAN UMUM : 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem­
bang tanggal 26 Agustus 1959 tentang Mengadakan dan me­
mungut Pajak Potong Hewan sejak d itetapkon hingga sekarang 

sudah mengalami beberapa kali perubahan. Namun perubahan­
perubahan tersebut hanya menyangkut perubahan tarip saja. 

Bahwa apabila ditinjau sesuai dengan kegiatan sekarang ini 
Peraturan Daarah tersebut di atas sudah tid11k sesuai lagi, 
baik d1tinjau dari segi ta rip. peristilahan, susunan kata • kata 
maupun dari segi bentuk Peraturan Daerahnya. 

Bahwa berhubung dengan hal - hal . tersebut diatas maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tang­
gal 26 Agustus 1959 dengan sega la rangkaian perubahannya 
perlu d1cabut dan menatapkan Peraturan Daerah baru. 

II. PE~J ELASAN PASAL DEMI P.A.SAL : 

Pasal Untuk menghindari k ssalahapahaman da­
lam menafsirkannya Pasal ini me.negaskall 

arti beberapa istilah yang di pakai dalam 
Peraturan Dagrah ini untuk menyamakan 
a1ti istilah - istilah tersebut, 

Pasal ___ s. 
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Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas ; 

Pasal 7 eyat (1) : e. Pajak Potong yang dibayar dapat diminta 

eyat (2) 

Pasal 8 ayat (1) 

eyat (2) 

k&mbali agar t idak merugikan Pemegang 

ljin Potong karena daging ternak yang di­
potongnya tidak bisa ci makan. 

b. daging tersebut huruf a, diatas ade di­
bawah pengaw asan Dinas Peternakan 
agar t idak berbahaya bagi ternak - ternak 
lain. 

Cukup jelas. 

Hal ini dimeksudkan &gar daging yang ber­
esal deri pemotongan hejad henya diper­
gunakan untuk keperluen hajad saja sesuai 
dengan ljin Potongnnya. 

Cukup jelaa, 

.Pase I 9 s/d Pasa I 14 : Cukup jelas, 

,. 


